
BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. 

Pajak adalah iuran yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan 

tidak mendapat imbalan langsung yang dilakukan baik orang pribadi maupun 

badan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. 

 
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka 

memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara 

mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau 

pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal 

dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu 

negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan 

dan pembiayaan pembangunan. 

 
Dalam triwulan pertama setiap tahunnya Ditjen Pajak perlu melakukan 

upaya serius dan sungguh-sungguh dalam hal pencapaian penerimaan pajak 

melalui program penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Momentum 

awal tahun ini tentu saja sebagai langkah memperbanyak basis data perpajakan 
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juga dapat meningkatkan pembayaran pajak. Namun adanya perbedaan yang 

terjadi diantara masyarakat dengan pemerintah dimana masyarakat 

menginginkan jika mereka telah melakukan kewajiban dalam hal perpajakan 

maka akan ada hasil yang akan mereka dapatkan secara langsung, namun 

pemerintah tidak dapat memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena itu, 

beberapa wajib pajak memiliki kepatuhan yang buruk, yaitu contohnya tidak 

adanya pembuatan dan pelaporan atas kegiatan usaha yang dilakukan, baik 

laporan bulanan maupun tahunan. Hal seperti ini patut mendapat perhatian 

lebih dari Direktorat Jenderal Pajak agar masalah ini dapat diatasi (Saeroji, 

2017). 

 

Tabel 1.1 Pendapatan Negara (Persen) 
 

 

TAHUN PERPAJAKAN PNBP HIBAH 
    

2015 82,3 17,0 0,8 
    

2016 82,6 16,8 0,1 
    

2017 80,6 18,7 0,1 
    

2018 81,4 18,3 0,1 
    

2019 82,5 17,5 0,2 
     

 

 

Dapat kita lihat dari tabel, bahwa dalam 5 tahun terakhir pendapatan 

Negara Indonesia lebih dari 80% bersumber dari sektor perpajakan. Oleh 

karena itu pemerintah selalu berupaya untuk menggali potensi pajak dan 

meningkatkan kepatuhan pajak demi meningkatkan dan memperlancar 

pembangunan. 
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Kepatuhan formal wajib pajak pada 2019 tidak dapat mencapai target 

yang dipatok oleh pemerintah. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), jumlah 

wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada 2019 

sebanyak 13,37 juta. Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9% dari total WP 

yang wajib SPT sebanyak 18,33 juta. Performa ini berada di bawah target 80%. 

Jika diperinci, realisasi kepatuhan formal WP badan hanya mencapai 65,28%. 

Sementara, kepatuhan WP orang pribadi (OP) karyawan dan non karyawan 

masing-masing sebesar 73,2% dan 75,31% (Redaksi DDTCNews,2020). 

Kementerian keuangan mencatat mencapai Rp 1.332,1 triliun sepanjang tahun 

2019, realisasi itu mengalami tekanan tercermin dari pertumbuhan yang hanya 

1,4%, lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2018 yang sebesar 14,1%. 

Adapun penerimaan pajak baru mencapai 84,4%, dari target yang dipatok 

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 yang sebesar 

Rp1.577,6 triliun. Artinya terjadi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall 

sebesar Rp 245,5 triliun. 

 

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi 

hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam 

membayar pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak telah memahami akuntansi 

yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai 

kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak 

(Ismawati, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan 

kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam 
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pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi 

aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self 

Assessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melapor 

kewajibannya, tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya 

sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di suatu 

negara. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kepatuhan 

Wajib Pajak taat/patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan (Haryanti,2012). Masih banyak 

kesalahan dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah 

pajak penghasilan terutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan 

pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan oleh informasi akuntansi 

keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang 

andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan 

keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar pengenaan 

pajak penghasilan terutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga 

menimbulkan dampak negatif (Rahmany, 2013). 

 

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang 

diberikan kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk pelayanan sosial yang 

diberikan instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun dalam melaksanakan undang-undang dan tidak 

berorientasi pada laba atau profit. Sebagai organisasi publik yang 
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mengedepankan pelayanan, dituntut untuk memperbaiki kinerja dari masa ke 

masa. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, 

pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 

perpajakan, dan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan 

kepatuhan (Jatmiko, 2016). Dengan pelayanan fiskus yang baik, ramah, sopan, 

dan pelayanan yang prima mampu memberikan kesan positif terhadap wajib 

pajak. Beberapa pihak wajib pajak masih kurang memahami informasi yang 

diberikan oleh fiskus. Hal ini bisa ditandai dengan kurangnya pemahaman 

wajib pajak mengenai PTKP, PKP, tarif pajak, cara pendaftaran NPWP dan 

kegunaan NPWP, pelaporan SPT menggunakan sistem aplikasi modern, dan 

sebagainya. Realita ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus seperti 

melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak masih kurang baik. 

 
Sosialisasi yang masih kurang baik ini sangat berpengaruh terhadap 

pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang 

perpajakan bisa menjadi faktor dalam ketidakpatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan 

mengenai perpajakan secara mumpuni. Pengetahuan perpajakan berarti suatu 

penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang mengenai perpajakan dan ilmu 

tersebut dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan 

pengetahuan perpajakan kadang terkendala karena penugasaan yang kurang 

atau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang perpajakan. Pembayaran pajak 

tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek teknis dari sistem 

perpajakan karena dianggap sangat kompleks sehingga mereka hanya memiliki 
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pengetahuan dasar yang tidak mendetail (Saad, 2014). Semakin tinggi 

pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula keinginan 

wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga 

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk 

meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul penelitian “Pengaruh 

 
Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Dan Penerapan Sistem  E- 

 

filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut: 

 
1. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

 

2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak? 

 
3. Apakah Penerapan Sistem E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak? 

 
4. Apakah Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan Sistem 

E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

 
1.3  Batasan Masalah 

 

Penelitian dibatasi oleh variabel Pelayanan Fiskus, Pengetahuan 

Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. 
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1.4  Tujuan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis : 

 

1. Untuk menguji pengaruh positif Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan 

pajak. 

 
2. Untuk menguji pengaruh positif Pengetahuan Perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak. 

 
3. Untuk menguji pengaruh positif Sistem E-filing terhadap kepatuhan pajak. 

 

4. Untuk menguji pengaruh positif Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, 

dan Sistem E-filing terhadap kepatuhan pajak. 

 

 

1.5  Manfaat Masalah 

 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang 

Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan 

Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat 

membantu pendapatan Negara. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peneliti 
 
 
 

 

7 



 
 
 
 

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh 

selama perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalami pada penelitian ini 

adalah ilmu akuntansi perpajakan. Selain itu juga merupakan pengalaman 

tentang cara menganalisis data yang sebenarnya (riil) dengan 

menggunakan analisis rasio yang sebenarnya. 

 
b. Bagi Pihak Lain 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang 

merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai 

permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan yang 

 

terdiri dari 5 bab, antara lain: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan 

ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

 

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait 

kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran variabel, statistik deskriptif, 

kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesis, dan 

hipotesa operasional. 

 

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA 

 

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis 

penelitian. 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil 

pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti 

selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak. 
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